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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan
Anak jo Peraturan Pemerintan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan tersebut mengatur mengenai tata cara dalam melaksanakan pengangkatan anak. Namun sebagian pasangan yang
melakukan pengangkatan anak di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara tidak memenuhi prosedur yang seharusnya
dilengkapi oleh orang tua yang ingin mengangkatan anak.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan
oleh masyarakat Kecamatan Dewantara, mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Dewantara mengangkat
anak tanpa penetapan dari pengadilan, dan untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. 
Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian ini diperoleh melalui
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai anak kandung, anak
tersebut berasal dari orang tua yang kurang mampu perekonomiannya. Namun pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan
tidak memenuhi prosedur yang berlaku. Pengangkatan anak tersebut tidak melalui proses pengadilan, hanya kesepakatan antara
kedua belah pihak. Hal tersebut terjadi karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak yang benar.
Kemudian dalam hal administrasi kependudukan terutama akta lahir dan kartu keluarga, menunjukkan bahwa anak angkat tersebut
diatasnamakan pada orang tua angkatnya sehingga mempunyai akibat hukum akan terputus nasab dengan orang tua kandungnya.
Disarankan agar adanya perhatian dari pejabat setempat mengenai peristiwa dan perilaku yang terjadi pada masyarakatnya, karena
jika adanya penyimpangan bisa langsung di cegah dan diperbaiki dan pelaksanaan pengangkatan anak tersebut sebaiknya sesuai
peraturan perundang-undangan yaitu melalui lembaga hukum agar nantinya mendapat kepastian hukum dan bisa dipertanggung
jawabkan. 
